
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI LAMONGAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR 28 TAHUN 2019 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

[ SALINAN l 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 
17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara dan Pasal 26 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta 
sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020, perlu 
menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dalam Peraturan 
Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara 
tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 
dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norn.or 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telab diubab, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
Ten tang Pengelolaan Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Daerah 
Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4815); 

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
310); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 

Tahun 2019 ten tang Pedoman Penyusunan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 611); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Ten tang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E); 
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2014-2019 sebagiamana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 

Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan 
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Kabupaten Lamongan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 
Nomor 1/E); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 

15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
2011 Nomor 15); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 

Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan 
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Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2012 Nomor 1); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangk.a Menengah 
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
2017 Nomor 14); 

26 . Peraturan Daerah Lamongan Nomor 4 Tahun 
2018 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2018 Nomor 4). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMER!NTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 
TAHUN 2020. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan. 
3. Bupati adalah Bupati Lamongan. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan. 
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 

pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan 
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 
kepen ting an di dalamnya. 
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7. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan untuk mencapai basil yang terukur sesuai misi. 

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 
atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran 

terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa 
atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk 
menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang 
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut 
dengan rencana pembangunan daerah. 

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 
(satu) tahun. 

11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan 

bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas 
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk 
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat 
Daerah sebelum disepakati dengan DPRD. 

BAB 11 
KEDUDUKAN 

Pasal 2 

RKPD Tahun 2020 merupakan tahun kelima dan merupakan bagian tak 
terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021, yang 
memuat Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah, Rancangan 
Kerangka Ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020 
serta kaidah pelaksanaannya. 

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal3 

(1) Penetapan RKPD Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman dalam: 
a. penyusunan KUA dan PPAS; 
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b. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(RAPBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020. 

(2) Penetapan RKPD Tahun 2020 mempunya..i tujuan untuk mewujudkan 
perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas pembangunan daerah dan 
menjadi acuan masyarakat dalam ikut berpatisipasi dalam 
pelaksanaan pembangunan Tahun 2020. 

BAB IV 
SISTEMATIKA 

Pasal4 

Sistematika RKPD Tahun 2020, meliputi: 
BAB I : PENDAHULUAN 

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar 
Dokumen, dan Sistematika Dokumen RKPD, serta Maksud dan 
Tujuan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
Memuat Gambaran Umum Kondisi 
Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu sampai 
serta Permasalahan Pembangunan Daerah. 

Daerah, Evaluasi 
dengan Tahun 2019, 

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 
Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan 
Keuangan Daerah. 

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas 
Pembangunan. 

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 
Memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan Prioritas 
Daerah yang disertai dengan Target Capaian Kinerja dan Pagu 
Anggaran Tahun 2020 serta Perencanaan Prakiraan Maju Tahun 
2021. 

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Menyajikan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (!KU) dan Indikator 
Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD 
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. 

BAB VII : PENUTUP 



BABV 
PENYUSUNAN RKPD 

Pasal 5 

(1) RKPD Tahun 2020 memuat: 
a. rancangan kerangka ekonomi daerah; 
b. program prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020; 
c. rencana kerja, pendanaan clan prakiraan maju. 
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(2) Rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, memperhatikan kerangka pendanaan 
dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber­
sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat. 
(3) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan Renja PD sebagai bahan masukan. 

Pasal 6 

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Tahun 2020 dituangkan dalam RAPBD 
Kabupaten Lamongan Tahun 2020. 

BAB VI 
PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lamongan. 

Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal 28 Juni 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN, 

ttd. 
YUHRONUR EFENDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 
TAHUN 2019 NOMOR 28 

Ditetapkan di Lamongan 
pada tanggal 28 Juni 2019 

BUPATI LAMONGAN, 
ttd. 

FADEL! 

engan aslinya 
NHUKUM, 

SIYANTO 
4 198801 1 001 


